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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

berkesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tahap penyidikan 

telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dimana Pembimbing Kemasyarakatan sesuai 

dengan tugasnya telah membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk 

kepentingan diversi, serta melakukan pendampingan terhadap anak 

yangberkonflik dengan hukum selama proses diversi. Namun, secara 

kelembagaan maupun sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan masih 

jauh dari ideal, dimana saat ini di Sumatera Barat baru berdiri 2 Kantor 

Balai Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dan 

Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi. Balai Pemasyarakatan dipenuhi 

dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai 

kompetensi yang memadai sehingga mampu menyajikan laporan hasil 

penelitian kemasyarakatan yang layak serta mampu melakukan 

pendampingan terhadap anak selama proses diversi. 

2. Adapun kendala-kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan 

dalam pelaksanaan pendampingan terhadap Anak Yang Berkonflik 

Dengan Hukum dalam  diversi pada tingkat penyidikan yakni : 
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a. Kendala Internal (berasal dari dalam Bapas): 

1) Jarak kerja Pembimbing Pemasyarakatan ke Polres 

Kabupaten/Kota yang lumayan jauh sehingga memakan waktu 

yang cukup lama.  

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

3) Anggaran keuangan di Balai Pemasyarakatan untuk melakukan 

penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan  pendampingan 

terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak 

memadai.  

4) Sarana dan prasarana di Balai Pemasyarakatan masih relatif 

terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing 

Kemasyarakatan, ruangan-ruangan konsultasi untuk pembimbing 

kemasyarakatan . 

b. Kendala Eksternal (berasal dari luar Bapas) : 

1) Lambatnya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) dari 

pihak kepolisian. 

2) Selain itu kendala yang dihadapi, kurang aktifnya partisipasi dari 

pihak korban terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi 

tersebut.  

3) Kendala yang sering dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal 

ini Pembimbing Kemasyarakatan adanya rasa tidak percaya dari 

pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan karena dari 
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pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan 

berpihak kepada pelaku sehingga mencoba untuk melepaskan 

tersangka dari jeratan pidana.  

4) Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban yang memang 

dari awal ingin mempidanakan pelaku. 

5) Selain itu yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari 

pihak korban untuk adanya ganti rugi yang terkadang dianggap 

sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi 

yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak 

korban tindak ingin melakukan yang namanya diversi. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlu disediakannya sarana dan prasarana penunjang terkait Penelitian 

Kemasyarakatan seperti kendaraan operasional untuk Pemimbing 

kemasyarakatan. 

2. Diharapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menambah 

anggaran dana operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum.  
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3. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat membangun Balai 

Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/Kota sesuai amanah Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum wajib membangun BAPAS di Kabupaten/Kota. 

4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran maupun fungsi 

dari Balai Pemasyarakatan tersebut. Jadi diperlukan adaya sosialisasi atau 

keterbukaan informasi mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak serta informasi mengenai kinerja Balai Pemasyarakatan untuk 

masyarakat luas. 

 

 

 

 

 


